BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimak hasil pembahasan di atas, maka peneliti mengemukakan kesimpulan dari
hasil penelitian sebagai berikut:

Peran pemerintah desa dalam pemberantasan peredaran minuman keras di Desa
Bakida Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pencegahan
baik pengedar, penjual maupun pembeli. Pemerintah desa selalu diperintahkan oleh atasan
dalam hal bupati untuk selalu memyampaikan himbauan menegur dan memperingati kepada
para pengedar, maupun penjual dan pembeli agar tidak mengedarkan, menjual minuman
keras didesa bakida, membuat peraturan desa tentang miras. Apabila masih kedapatan
menjual miras pemerintah desa akan melaporkan kepihak yang berwajib. Peran pemerintah
dengan sosialisasi diwujudkan melalui penyampaian pelarangan secara rutin kepada
masyarakat dengan penjual maupun peminum minuman keras. Peran pemerintah dengan
regulasi diwujudkan melalui pembuatan peraturan desa (Perdes) tentang pelarangan
peredaran minuman keras. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam
memberantas minuman keras di desa Bakida yaitu memberantas minuman lokal yang tidak
bermerek seperti saguher dan cap tikus. Penjual pun demikin merespon positif pemerintah
Desa dalam pemberantasan minuman keras, namun ada juga penjual yang menolak ketika
berhenti berjualan alasannya karena keuntungan berkurang.Hambatan lainnya dari
pemerintah,kurangnya kesadaran masyarakat yang menjual atau mengedarkan minuman
keras dengan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Desa Bakida demi kenyamanan
desa dengan tidak menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Pemerintah desa
bekerjasama dengan aparat hukum seperti kepolisian dalam pemberantasan minuman keras
yang tidak bermerek. Namun disisi lain pihak aparat hukum seperti kepolisian tidak memiliki

kewenangan dalam mengatur pemberantasan minuman keras yang tidak bermerek.



5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dikemukakan saran-saran
sebagai berikut :
1. Peran pemerintah Kabupaten, perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor

4 tahun 2014 oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan serta aparat
kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan
dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.

2. Peran Pemerintah desa, adanya upaya sanksi sosial yang memberikan sanksi kepada
pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

3. Peran toko agama, perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai
dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus
menerus

4. Peran masyarakat, agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas
keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

5. Peran orangtua, agar membatasi anaknnya dalam bergaul dengan teman sebayanya
apalagi harus pulang rumah pada larut malam, sehingga pesta minuman keras

dikalangan anak muda dapat diminimalisir.
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